
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan 

Bupati Ngada tentang Dana Operasional bagi 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Ngada; 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 

Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 

maka Pertanggungjawaban Dana Operasional, 

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Dae rah serta Pelaksanaan dan 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGADA, 

PERATURAN BUPATI NGADA 

NO MOR 31 TAHUN 2018 

TENT ANG 

DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA 

BUPATI NGADA 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 



Pertanggungjawaban Dana Operasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 

2017 ten tang Hak Keuangan dan Adminitratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nqmor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 
Nomor 7); 

Serta Pelaksanaan Dan Keuangan Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

se bagaimana telah di u bah be berapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan 



Pasal 3 
Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan 
Daerah renclah : 

a.DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang 
representasi ketua DPRD; 

Pasal2 

Kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional. 

BAB II 

DANA OPERASIONAL 

1. Daerah adaJah Kabupaten Ngada. 
2. Bupati adalah Bupati Ngada. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ngada. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD. 
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 

sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 

7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO 
adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD 
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 
pelaksanaan tugas ketua D PRO dan wakil Ketua D PRO sehari­ 
hari. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ngada. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL 
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN NGADA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



pengguna anggaran. 

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 
DPRD sclaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah 
mernbayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu 
per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada 
bendahara umum daerah. 

(3) Surat pcrintah membayar langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) melampirkan: 
a. Daftar penerima DO; dan 
b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan 

DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai 
dengan peruntukannya. 

Pasal 5 
(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan 

pernbayaran langsung pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per 
dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada 

Pasal 4 
Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 

setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus 

untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana 

operasional lainnya. 

b.DO wakil ketua DPRD masing-rnasing disediakan paling 
banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi 
wakil ke tua D PRD. 

BAB III 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DANA OPERASIONAL 



Pasal 7 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib 
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan 
penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan 
DO. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang 
lengkap dan sah. 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban 
pengguna.an DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat 
tanggal 5 'lima] bulan berikutnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, 
sebagai tarnbahan DO bulan berjalan. 

Pasal 6 

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 5 

ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara 
sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD 
dan waki 1 ketua D PRO. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana 
untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara 

pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat 
DPRD. 



Diundangkan di Bajawa 
pada tanggal 8 Mei 20 18 
SEKRET~IS DAERAH KABUPATEN NGADA 

, 

M~OSES 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 31 

Ditetapkan di Bajawa 
pada tanggal 8 Mei 2018 

f P t. BUPATI GADA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ngada. 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018. 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IV 

1111. 

Pasal 9 
Perhitungan besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD 

Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati 

Pasal 8 

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan 

tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat 

daerah sekre tariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk 

pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. 



NO PERHITUNGAN TOTAL SATUAN 
1. Ketua 2 X 2.100.000 4.200.000 1 ORANG/BULAN 
2. Wakil Ketua 1,5 X 2.100.000 3.150.000 2 ORANG/BULAN 

, Pit BUPATI NGADA, 

BESARAN DANA OPERASIONAL 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGADA 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI NGADA 
NO MOR 31 TAHUN 2018 
TANGGAL 8 MEI 2018 
TENTANG DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA 
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